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ABSTRAK 

 

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak terkontrol menyebabkan tekanan terhadap keberlangsungan ekologi. 

Penyelesaian masalah tersebut salah satunya dengan  kemitraan semua stakeholder yaitu dengan kesadaran  tentang adanya 

permasalahan yang terjadi dan  tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis co-

management sumberdaya pesisir di Kepuluan Karimunjawa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.. Data 

penelitian dikumpulkan pada bulan April 2018 dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan kunci 

dengan jumlah 140 orang yang terdiri dari terdiri atas pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dan akademisi. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan menerapkan konsep co-management dengan melihat dari 11 kondisi kunci. Hasil analisis co-

management menunjukan perlunya dilakukan kerjasama antara pihak akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah  dengan 

hasil jumlah skor rata-rata 3,17 yang menunjukan bahwa keberhasilan pendekatan kemitraan sumberdaya perikanan di Kepulauan 

Karimunjawa dalam kondisi cukup. 

 

Kata kunci: Kepulauan Karimunjawa; pembangunan berkelanjutan; co-management 

 

ABSTRACT 

 

The activity of uncontrolled utilization of coastal resources causes pressure on ecological sustainability. One of the solutions to this 

problem is through the partnership of all stakeholders, with awareness the problems that occur and the responsibility for making 

decisions. The purpose of this study was to analyze the co-management of Coastal Resources in Karimunjawa Island by involving all 

relevant stakeholders. The research data was collected in April 2018 by conducting in-depth observations and interviews with key 

informants with 140 people consisting of according to business needs , government and society and academics. The analysis used in 

this study used the management concept together with looking at 11 key conditions. The results of co-management analysis indicate 

the need for cooperation between academics, businesses, communities and the government with the results of an average score of 3.17 

indicating that it is related to partnerships in the Karimunjawa Islands in sufficient condition.  

 

Keywords: Karimunjawa Islands; sustainable development; co-management 

 

PENDAHULUAN 

 

Kepulauan Karimunjawa merupakan kecamatan yang 

berada di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah  yang terdiri atas 

empat desa yaitu Karimunjawa, Kemujan, Nyamuk dan 

Parang. Kepuluan Karimunjawa dikelilingi oleh perairan 

memiliki sumberdaya pesisir yang sangat melimpah, 

keindahan alam dan keindahan pantai sehingga menjadi 

potensi pariwisata yang terkenal. Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan No. 78/Kpts-II/1999 menetapkan Karmunjawa 

sebagai taman nasional untuk menjaga pelestarian alamnya. 

Banyaknya keanekaragaman ekosistem memberikan manfaat 

secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan 

kontribusi secara ekonomi (BTNKJ, 2016). Sumberdaya 

pesisir perlu dimanfaatkan secara lestari, agar kelestarian alam 

tetap terjaga sehingga diperlukan adanya konsep co-

management. Kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak 

sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya Kepulauan 

Karimunjawa karena masih terbatasnya tenaga yang dimiliki 

dari masing-masing stakeholder.  

Kehidupan masyarakat Kepulauan Karimunjawa 

sangat bergantung dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir. 

Masyarakat sebagian besar bermata pencaharian sebagai 

nelayan dan penyediaan jasa wisata. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik kunjungan wisatwan ke Kepulauan 

Karimunjawa mengalami peningkatan baik wisatawan 

domestic maupun wisatawan jumlah mancanegara. . Jumlah 

pengunjung pada tahun 2013 sebanyak 70.938 wisatawan,  

tahun 2014 sebanyak 81.235 wisatawan, tahun 2015 sebanyak 

92.115 wisatawan  (BPS,2014; 2015; 2016). Kegiatan dalam 

menangkap ikan dan kegiatan wisata rentan terhadap 

perusakan  lingkungan yaitu penggunaan alat tangkap yang 

tidak ramah lingkungan dan kegiatan wisata 

(diving/snorkeling) secara bertahap akan menimbulkan 

kerusakan ekosistem. Kerusakan terumbu karang, dan  

terkuras stok sumber daya ikan tanpa diikuti pelestariannya 
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akan mengakibatkan tekanan di masa mendatang.  Kondisi ini 

membutuhkan perhatian dan peran serta seluruh stakeholder 

yang terdiri atas pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat 

dengan bantuan akademisi atau yang dikenal dengan ABCG 

(academic, Business, Community and Government).   

Co-management merupakan pembagian kekuasaan 

pengguna sumberdaya yang ikut berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan (Carlsson et al,2005 dan Berkes, 

2009). Musyawarah digunakan sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian masalah dalam co-management (Berkes, 2009). 

(Ratner, Oh, & Pomeroy, 2012) menyatakan tujuan dari co-

management adalah adanya kolaborasi yang aktif antara 

pemangku kepentingan yang mempunyai peran masing-

masing dalam melakukan pemantauan, penilaian serta 

penegakan rencana pengelolaan dalam sumberdaya. 

Pemangku kepentingan dalam co-managament terdiri atas 

pengguna sumberdaya, pemerintah, pelaku usaha dan 

akademisi (Pomeroy & Guieb, 2006) menyatakan bahwa 

sistem co-management digunakan untuk pengaturan kemitraan 

antara nelayan dan masyarakat lokal yang memanfaatkan 

sumberdaya,  serta pemerintah yang memiliki peraturan atau 

penegakan hukum. Co-management muncul karena adanya 

permasalahan seperti konflik antara pemangku kepentingan, 

konflik antara nelayan dengan lembaga manajemen, kerusakan 

sumber daya serta permasalahan pemerintah (undang-undang 

konservasi).  

Pemanfaatan sumberdaya pesisir oleh manusia untuk 

perikanan tangkap dan pariwisata harus mendapatkan 

penanganan yang baik, dengan pertimbangan penjagaan 

kelestarian sumberdaya pesisir agar berkelanjutan untuk 

kepentingan generasi yang akan datang. Tujuan dari penelitian 

ini adalah menganalisis co-management sumberdaya pesisir di 

Kepuluan Karimunjawa dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan yang terkait. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan acuan dalam melakukan pengolaaan 

sumberdaya pesisir di Kepulauan Karimunjawa. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan pada bulan April 2018 di 

Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Pemilihan daerah 

ini didasari oleh pemikiran bahwa Kepulauan Karimunjawa 

ditetapkan sebagai Taman Nasional. Masyarakat sebagian 

besar bermata pencaharian sebagai nelayan, dan penyediaan 

jasa wisata.. Kedua kegiatan tersebut rentan terhadap 

perusakan baik lingkungan maupun kerusakan ekosistem 

 Lingkup dari penelitian ini yaitu  proses dan kegiatan 

untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh 

stakeholder dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan 

bersama (co-management) di Kepulauan Karimunjawa. antara 

lain meliputi: a) Pengumpulan data primer dilakukan pada 

bulan April 2018 dengan melakukan observasi dan melalui 

wawancara mendalam (indept-interview) terhadap responden 

kunci yang berjumlah 140 orang terdiri dari Dinas Perikanan, 

Balai Taman Nasional Karimunjawa, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan (Disparbud) , Pelabuhan Perikanan Pantai 

Karimunjawa (PPP), Kecamatan, UPT Karimunjawa, Desa, 

Wisatawan, Jasa Wisata, Himpunan Pramuwisata (HPI), 

Nelayan, Pembudidaya serta Akademisi (Universitas 

Diponegoro) b) Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk 

mengumpulkan data tambahan dari dinas dan instansi terkait.  

 Teknik analisis yang digunakan adalah wawancara 

mendalam (indept interview) dengan mengukur 11 kondisi 

kunci yang dilakukan terhadap key-person kepada pihak  

terkait. Key person pada penelitian dipilih secara sengaja 

(purposive sampling) berdasarkan keahlian, pengetahuan dan 

penguasaan terhadap kegiatan kelompoknya. Pada proses 

indept interview) dilakukan pencatatan dan perekaman dengan 

menggunakan audio. Penilaian diuji dengan nilai skor.  

 (Pomeroy et al., 1994) dan (Susilowati, 2001) 

mengukur co-management dengan melibatkan key-person 

berdasarkan 11 key-condition yaitu: 1) Batas-batas yang jelas, 

2) Keanggotaan perlu ditentukan 3) Kohesi Group 4) 

Organisasi yang ada 5) Manfaat dan pengorbanan 6) 

Partisipasi dari masyarakat yang berpengaruh 7) Penegakan 

terhadap aturan pengelolaan 8) Hak Hukum untuk 

berorganisasi 9) Kerjasama dan kepimpinan di tingkat 

masyarakat 10) Desentralisasi dan pendelegasian wewenang 

11) Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Pada setiap 

11 key condition diamati dan dilakukan evaluasi dengan 

menggunakan pengukuran skala likert (1 sampai 5) yaitu 

sangat buruk (1), buruk (2), cukup (3), baik (4) dan sangat 

baik (5).  

 Penilaian besarnya kepentingan  stakeholder 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai menggunakan skala 

likert yaitu nilai +4 atau -4 (sangat setuju sekali atau sangat 

tidak setuju sekali), +3 atau -3 (sangat setuju atau sangat tidak 

setuju), +2 atau -2 (setuju atau tidak setuju), +1 atau -1 (agak 

setuju atau agak tidak setuju) dan 0 = netral. Pada penilaian, 

tanda (+) berarti setuju dan tanda (-) berarti tidak setuju. 

Setelah melakukan identifikasi, kepentingan dan pengaruh, 

maka dilakukan pemetaan analisis stakeholder. Pemetaan 

analisis  stakeholder terdiri dari 4 kuadran yaitu penyusun 

konteks (Context setters), pemain kunci (key players), subjek 

(subject), dan penonton (crowd) (Reed et al., 2009).  

 Jenis data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer terdiri atas 11 aspek kunci dalam 

co-management, kebijakan atau peraturan dalam pengelolaan 

sumberdaya pesisir, kepentingan, pengaruh serta peran dari 

stakeholder. Metode pengumpulan data primer adalah dengan 

melakukan wawancara mendalam (indepth interview) kepada 

pihak Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemerintah   

Data sekunder terdiri atas monografi dan demografi 

Kecamatan Karimunjawa, sumberdaya pesisir di Kepulauan 

karimunjawa, Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Jepara, sektor perikanan di Kabupaten Jepara serta 

obyek wisata dan jumlah wisatawan di Karimunjawa. Data 

sekunder diperoleh dari dinas atau instansi yang terkait yaitu 

Kantor Kecamatan Karimunjawa, BTNKJ, Bapeda, Dinas 

Perikanan, Disparbud dan pustaka yang menunjang penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Co-management pada Sumberdaya Pesisir di 

Kepulauan Karimunjawa 

Kunci keberhasilan dalam co-management yaitu 

banyaknya kondisi kunci dalam suatu situasi, maka akan 

semakin besar kesempatan untuk menuju keberhasilan 

(Pomeroy  et al., 1994). Hasil 11 Key Condition yang 

dilakukan terhadap key person dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kondisi kunci untuk Co-management di Kepulauan Karimunjawa 

No Kondisi Kunci Keadaan di Lapangan 

Evaluasi 

(Nilai 1 

s.d 5) 

1 Batas 

pengelolaan 

yang jelas 

 Terdapat batas  fisik,  sehingga masyarakat dapat memahami dan 

mengetahuinya 

3.24 

 Masyarakat dapat memahami dan mengamati batas-batas berdasarkan ekosistem 

2 Keanggotaan 

perlu ditentukan 
 Hanya masyarakat yang menjadi anggota yang mempunyai hak untuk 

melakukan pemanfaatan sumberdaya pesisir didaerah yang dibatasi  

3.02 

 Anggota ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya pesisir 

 Jumlah anggota tidak telalu besar karena dapat membatasi dalam pengambilan 

keputusan yang efektif 

3  Kohesi group  Kawasan yang dikelola berada dekat dengan kelompok masyarakat pengguna 

sumberdaya pesisir 

3.43 

 Tingkat homogenitas yang tinggi ( kekeluargaan, etnik, agama, kebiasaan, 

kepercayaan, ideology dan  

 Paham tentang masalah, strategi dan hasil 

4 Organisasi yang 

ada 
 Masyarakat sudah memahami tentang sistem berbasis masyarakat tradisional 3.06 

 Masyarakat sudah memahami mengenai keberadaan organisasi 

 Masyarakat  sebagai perwakilan dari stakeholder dan pengguna sumberdaya 

yang ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya pesisir 

5 Manfaat 

melebihi biaya 
 Kepatuhan terhadap pengelolaan berbasis masyarakat melebihi biaya instrument 3.23 

 Adanya harapan dari individu yang berasal dari partisipasi 

6 Partisipasi dari 

masyarakat 

yang 

berpengaruh 

 Orang yang mengumpulkan informasi tentang sumberdaya pesisir  juga 

membuat keputusan tentang pengaturan pengelolaan 

3.05 

 Pengaturan pengelolaan sebagian besar mempengaruhi individu yang membuat 

dan merubah pengaturannya 

7 Penegakan 

terhadap aturan 

pengelolaan 

 Semua masyarakat  pengguna sumberdaya pesisir dapat melakukan penegakan 

hukum dan pemantuan 

2.88 

 Aturan pengelolaan sumberdaya perikanan secara sederhana 

 

8 Hak Hukum 

untuk 

berorganisasi 

 Pemerintah mempunyai peraturan untuk menentukan dan mengklarifikasi 

tanggung jawab dan kewenangan 

3.24 

 Hak hukum dimiliki oleh organisasi/kelompok dalam membuat dan mengatur 

pengaturan sesuai dengan kebutuhannya 

9 Kerjasama dan 

kepimpinan di 

tingkat 

masyarakat 

 Secara aktif masyarakat mempunyai kemauan dan insentif untuk ikut 

berpartisipasi (uang, waktu, tenaga, uang) dalam pengelolaan sumberdaya 

pesisir 

3,27 

 Pada proses pengelolaan terdapat kelompok individu yang mempunyai 

tanggung jawab dalam kepemimpinan 

10 Desentralisasi 

dan 

pendelegasian 

wewenang 

 Pemerintah telah menetapkan kebijakan/peraturan untuk desentralisasi dari 

fungsi administrative  

3.27 

 Adanya pendelegasian tanggung jawab/wewenang dengan pendekatan 

kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir 

11 Koordinasi 

antara 

pemerintah dan 

masyarakat 

 Koordinasi dalam melakukan pemantauan pengaturan pengelolaan, 

penyelesaian konflik, memperkuat penegakan perda dengan melakukan 

pendekatan kemitraan 

3.21 

 Pendekatan kemitraan akan memudahkan dalam koordinasi antar stakeholder 

Skor Total  34.96 

Skor Rata-Rata 3.17 

Skala Penilaian: 

(1)Sangat buruk (2) Buruk (3) Cukup  (4) Baik  (5) Sangat baik 
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Hasil dari 11 key condition didapatkan jumlah total 

skor penilaian untuk prospek keberhasilan pendekatan 

kemitraan pada sumberdaya perikanan di Kepulauan 

Karimunjawa yaitu 34,96, dengan skor rata-rata yaitu 3.17. 

Skor berada pada skala penilaian angka 3. Hal ini menunjukan 

bahwa keberhasilan pendekatan kemitraan sumberdaya 

perikanan di Kepulauan Karimunjawa dalam kondisi cukup. 

Aspek yang menjadi prioritas utama yaitu kohesi group (3.43), 

kerjasama dan kepimpinan ditingkat masyarakat serta 

desentralisasi dan pendelegasian wewenang  dengan skor yang 

sama (3.27), dan batas pengelolaan serta hak hukum untuk 

berorganisasi dengan skor yang sama (3,24). Hal ini dapat 

diidentifikasi dari wawancara key person, bahwa akademisi, 

pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat mengetahui dan 

memahami batas-batas wilayah pesisir yang dikelola. 

Masyarakat dan pemerintah harus saling bekerjasa sama 

dalam proses kegiatan. Adanya aturan yang dapat dipahami 

oleh masyarakat membuat masyarakat dapat mengetahui dan 

ikut serta dalam proses kemitraan. Pelaksanaan pengelolaan 

sumberdaya pesisir dengan adanya peraturan diharapkan lebih 

terorganisir dengan baik. Pada penelitian Suharno (2017) 

aspek yang mempunyai prioritas utama adalah ketiga aspek 

yang mempunyai skor paling tinggi yaitu aspek kerjasama, 

aspek desentralisasi dan koordinasi. Ketiga aspek tersebut 

saling mendukung untuk memperoleh nilai rata-rata tertinggi.  

Nilai rata-rata setiap stakeholder pada 11 kondisi 

kunci terdiri atas akademisi (3.56), pemerintah (3.38), pelaku 

usaha (2.56), dan masyarakat (3.08).  Hal ini menunjukan 

bahwa untuk keberhasilan pendekatan kemitraan untuk 

akademisi mendekati nilai 4 yang berarti baik. Pemerintah dan 

masyarakat berada dalam kondisi cukup untuk pendekatan 

kemitraan. Sedangkan pelaku usaha memiliki nilai yang 

paling rendah dengan nilai mendekati 3 yaitu masih dalam 

kondisi buruk belum pada kondisi cukup. 

Keterlibatan masyarakat untuk pengelolaan 

sumberdaya perikanan di Kepulauan Karimunjawa sangat 

cocok untuk dilakukan co-management. Masyarakat 

Karimunjawa lebih memahami kondisi sumberdaya pesisir 

yang ada di Kepulauan Karimunjawa karena hidup dengan 

memanfaatkan sumberdaya perikanan selama bergenerasi. 

Pomeroy et al (1994) menyebutkan bahwa tujuan dari co-

management yaitu pembagian tanggung jawab atau 

kewenangan antara nelayan lokal, masyarakat dan pemerintah 

untuk mengelola perikanan. Rasa kepercayaan dibutuhkan 

oleh semua pihak yang ikut terlibat dalam pengelolaan 

bersama. 

Berdasarkan hasil indepth-interview responden kunci 

bahwa co-management dalam mengelola sumberdaya pesisir 

Kepulauan Karimunjawa untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan, peran seluruh stakeholder dan masyarakat ikut 

dilibatkan dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan 

dan kelautan. Pemerintah sangat terbatas kemampuannya 

sehingga peran dari masyarakat diperlukan. Masyarakat harus 

diberdayakan dalam bentuk pelatihan serta ikut dalam 

sosialisasi kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan. 

Agar kesadaran masyarakat tentang kelestarian sumberdaya 

dapat terjaga.  Pemerintah dalam menjaga kelesatarian 

sumberdaya perikanan harus ikut serta dalam mengawasi, 

mengontrol serta menjaga. Akademisi ikut berkontribusi 

dalam pengembangan Kepulauan Karimunjawa. Terjaganya 

sumberdaya pesisir baik sektor perikanan dan sektor wisata 

dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat 

dan devisa negara.  Menurut (Molamohamadi & Zohreh, 

2014) tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu untuk 

melestarikan dan mempertahankan sumberdaya yang seefisien 

mungkin untuk diterapkan kepada masyarakat sekarang dan 

generasi masa depan. Sebagai upaya pengelolaan sumberdaya 

pesisir di Kepulauan Karimunjawa diharapkan dapat terjadi 

pembagian tanggung jawab atau kewenangan antara 

pemerintah, masyarakat maupun pihak akademisi untuk 

mengelola sumberdaya pesisir di Kepulauan Karimunjawa.  

 

Hubungan Kemitraan antar Stakeholder  

 Hubungan kemitraan antar stakeholder pada 

sumberdaya pesisir di Kepulaun Karimunjawa dapat dilihat 

dengan matriks pemetaan. Matriks pemetaan menggunakan 

hubungan antara ketergantungan dan pengaruh antar 

stakeholder. Pemetaan analisis  stakeholder terdiri dari 4 

kuadran yaitu penyusun konteks (Context setters), pemain 

kunci (key players), subjek (subject), dan penonton (crowd) 

(Reed et al., 2009). Pemetaan analisis stakeholder berdasarkan 

tingkat ketergantungan dan pengaruh dalam pengelolaan 

Kepulauan Karimunjawa dilihat pada gambar 1.  

Hasil pemetaan stakeholder, pada kuadran I 

diklasifikasikan sebagai penyusun konteks (context setters) 

yaitu stakeholder memiliki tingkat ketergantungan 

(dependence) rendah dan pengaruh (influence)  tinggi. 

Stakeholder  harus selalu dipantau dan dikelola karena akan 

menimbulkan resiko (Reed et al., 2009). Stakeholder yang 

diklasifikasikan pada klasifikasi ini yaitu PPP), Tokoh 

Masyarakat dan UNDIP.   

Kuadran II  diklasifikasikan sebagai pemain kunci 

(key players) yaitu stakeholder memiliki tingkat 

ketergantungan tinggi dan pengaruh  tinggi. Secara penuh 

stakeholder secara aktif (Reed et al., 2009). Dinas perikanan 

berperan untuk mengelola kegiatan perikanan secara 

berkelanjutan dengan melibatkan BTNKJ, kecamatan 

Karimunjawa, desa di Karimunjawa, UPT Karimunjawa, dan 

WCS. Pada pelaksanaannya, pengelolaan sumberdaya 

perikanan juga melibatkan nelayan untuk berbagi peran dalam 

melaksanakan kegiatannya. Disparbud diberikan peran untuk 

mengelola jasa lingkungan pesisir secara berkelanjutan 

dengan melibatkan HPI, Jasa Wisata dan WCS.  

 Kuadran III diklasifikasikan sebagai subjek (subject) 

yaitu stakeholder memiliki ketergantugan (dependence) tinggi 

namun  memiliki pengaruh (influence) rendah. Dalam 

mencapai tujuan stakeholder mempunyai kapasitas rendah, 

tetapi akan menjadi berpengaruh saat membentuk aliansi 

dengan stakeholder lainnya (Reed et al., 2009). Pada matriks 

pemetaan stakeholder, tidak ada stakeholder yang berada pada 

klasifikasi ini, berarti tidak ada stakeholder yang memiliki 

kekuatan untuk memberikan dampak, meskipun stakeholder 

dapat memberikan pengaruh dengan membentuk aliansi 

dengan stakeholder lain.  

 Kuadran IV diklasifikasikan sebagai Crowd yaitu 

stakeholder memiliki tingkat ketergantungan (dependence) 

rendah dan pengaruh (influence) rendah. Pertimbangan perlu 

dilakukan untuk melibatkan stakeholder karena seiring 

berjalannya waktu ketergantungan dan pengaruh akan selalu 

mengalami perubahan (Reed et al., 2009). Stakeholder yang 

diklasifikasikan pada penelitian ini yaitu Pembudidaya dan 

Pengunjung Wisata. Pada posisi ini stakeholder bukan sebagai 

pengambil kebijakan atau peraturan hanya bersifat pelaksana 
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Gambar 1. Pemetaan analisis stakeholder 

 

KESIMPULAN 

 

Co-management dilakukan dengan  11 key condition 

yang menempatkan academic, Business, Community and 

Government yang diharapkan dapat saling bekerja sama dalam 

pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab atau 

kewenangan antara pemerintah. Hasil analisis co-management 

menunjukan perlunya dilakukan kerjasama antara pihak 

akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah  dengan 

hasil jumlah skor rata-rata 3,17 yang menunjukan bahwa 

keberhasilan pendekatan kemitraan sumberdaya perikanan di 

Kepulauan Karimunjawa dalam kondisi cukup. Hasil analisis 

pengelolaan Kepulauan Karimunjawa dari key person dengan 

mendasarkan pada analisis terhadap stakeholder adalah 

pengelolaan co-management cooperative dengan 

menempatkan pemerintah dan pengguna sumberdaya saling 

bekerja sama dalam pengambilan keputusan. Stakeholder 

yang merupakan pemain kunci (key players) dalam 

pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di kepulauan 

Karimunjawa yaitu Dinas Perikanan, BTNKJ, Disparbud, 

Kecamatan, UPT Karimunjawa, Desa, Jasa Wisata, HPI, 

Nelayan, serta WCS. Pengelolaan Kepulauan Karimunjawa 

mempunyai tujuan untuk menjaga kelestarian kawasan, 

menjaga penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, 

meningkatkan hasil penangkapan ikan, menjaga kelestarian 

terumbu karang serta meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Pengelolaan kolaboratif menjadi alternatif dalam 

mengembangkan kemitraan pemanfaatan sumberdaya 

perikanan dan kelautan  untuk menuju pembangunan 

berkelanjutan.  
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